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ABSTRAK 

 

PT Y merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Distributor kayu 

hutan belum olahan yang berada di Kota Surabaya yang telah dikukuhkan menjadi 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2018. Pada tanggal 16 Februari 2023 

mendapat SP2DK atas perbedaan peredaran usaha pada SPT Tahunan dengan SPT 

Masa PPN atas tahun pajak 2021. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif 

deskripsi dengan pendekatan studi kasus. Data yang sudah diperoleh akan diuraikan, 

dideskripsikan berdasarkan situasi, kemudian diproses berdasarkan pada teori yang 

dipelajari untuk menghasilkan kesimpulan dan penyelesaian. Dari hasil studi kasus 

diatas didapat hasil yaitu PT Y sudah melakukan kewajiban perpajakan dan PT Y 

hanya menunggu LHP2DK yang akan dikirimkan oleh KPP untuk menyelesaikan 

SP2DK tersebut sesuai dengan SE-05/PJ/2022. 

 

Kata Kunci : Peredaran Usaha, PPN, SP2DK, SPT Tahunan, SPT Masa PPN.
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ABSTRACT 

In the city of Surabaya, PT Y is a business that distributes raw forest wood 

and has been recognized as a Taxable Entrepreneur (PKP) since 2018. For the 

discrepancy in business turnover between the Annual SPT and Periodic VAT 

Returns for the 2021 tax year, an SP2DK was received on February 16, 2023. A 

case study approach is employed along with a descriptive qualitative methodology. 

The collected data will be described, described in light of the circumstances, then 

processed in light of the discovered theory to yield findings and solutions. 

According to the findings of the aforementioned case study, PT Y has fulfilled its 

tax duties and is just waiting for the KPP to send the LHP2DK so that PT Y can 

finish the SP2DK in accordance with SE-05/PJ/2022. 

 

Keywords : Gross Income, Value Added Tax, SP2DK, Annual Tax Return, Value 

Added Tax Periodic Tax Return. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak adalah  kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu kewajiban yang harus 

dipenuhi adalah melaporkan SPT Tahunan yang dilaporkan pada bulan Maret dan 

April yang bertujuan sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan 

pemenuhan pembayaran pajak setahun terakhir. Perhitungan pajak didasarkan pada 

berbagai objek pajak salah satunya adalah penjualan yang dikenakan Pajak 

Penjualan yang digunakan pada waktu Pengusaha Kena Pajak melakukan 

pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dihitung dari harga penjualan barang atau jasa 

kena pajak tersebut. 

Direktorat Jendral Pajak juga berkewajiban dalam pemeriksaan perhitungan 

dan pelaporan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban 

perpajakan yang sudah dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, salah satunya dengan 

mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) 

yang diberikan kepada wajib pajak apabila ditemukan dugaan bahwa wajib pajak 

tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan 

SP2DK dalam jangka waktu 5 tahun setelah tahun kewajiban pajak atau akhir masa 

pajak, dan wajib pajak wajib menanggapi SP2DK selama 14 Hari sejak SP2DK 

tersebut dikirimkan. Setelah itu petugas KPP diberikan kewenangan untuk memilih 

keputusan atau tindakan lanjutan yang berupa verifikasi, pemeriksaan, atau 

pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 
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PT Y merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Distributor kayu 

hutan belum olahan yang berada di Kota Surabaya yang telah dikukuhkan menjadi 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tahun 2018. Pada tanggal 16 Februari 2023 

mendapat SP2DK atas perbedaan peredaran usaha pada SPT Tahunan dengan SPT 

Masa PPN atas tahun pajak 2021. Ditemukan bahwa peredaran usaha dalam SPT 

Tahunan lebih kecil dibandingkan dengan pada SPT Masa PPN. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan Tugas Akhir ini akan 

membahas mengenai pemecahan masalah dan mencari solusi atas permasalahan PT 

Y terkait perbedaan peredaran usaha pada SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu :  

1. Apa penyebab SP2DK pada PT Y? 

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian SP2DK pada PT Y? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu : 

1. Mengetahui penyebab SP2DK pada PT Y. 

2. Mengetahui mekanisme penyelesaian kasus SP2DK pada PT Y secara 

.................menyeluruh. 

               1.4 Manfaat 

Adapun Manfaat Tugas Akhir bagi Penulis maupun pembaca yaitu untuk: 

1.  Mengetahui mekanisme penyelesaian SP2DK. 

2. Memberikan tambahan wawasan terkait SP2DK pada PT Y 

3. Memberikan pengetahuan terkait kasus SP2DK pada PT Y
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak Pertambahan Nilai 

2.1.1 Pengertian PPN 

Pada Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 

2021 menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai Barang adalah pajak atas 

konsumsi barang dan jasa kena pajak (BKP/JKP) di daerah pabean yang dikenakan 

secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Sukardji (2006), 

Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi 

baik yang dilakukan perseorangan maupun badan, baik badan swasta maupun badan 

pemerintahan dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan dalam 

anggaran belanja negara. 

Menurut Pasal 1 nomor 3 UU PPN, Barang Kena Pajak atau BKP adalah 

barang yang dikenai pajak adapun barang yang dimaksud adalah barang yang 

menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, 

barang berwujud dan barang tidak berwujud. PKP atau Pengusaha Kena Pajak 

adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 

Pajak yang tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha kecil yang dimaksud adalah 

pengusaha dengan omzet dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Syarat 

dikukuhkannya pengusaha menjadi pengusaha kena pajak atau PKP  adalah 

memiliki omzet diatas 4,8 miliar atau pengusaha tersebut mengajukan diri sebagai 

pengusaha kena pajak. 

2.1.2 Tarif PPN 

Berdasarkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 

Tahun 2021 Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11% yang mulai berlaku pada 

1 April 2022 yang merupakan hasil dari beberapa perubahan. Pada Undang – 

Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang – 

Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebelum adanya UU HPP, tarif PPN yang ditetapkan 

adalah 10%. 
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2.2 Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan 

2.2.1 Pengertian SP2DK 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 

Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Surat Permintaan Penjelasan atas 

Data dan/atau Keterangan yang disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka permintaan penjelasan terkait adanya 

indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi wajib 

pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan. SP2DK dapat diterbitkan 

oleh KPP dalam jangka waktu 5 tahun setelah tahun pajak tersebut selesai. 

 

2.2.2 Tata Cara SP2DK 

Tata cara Pelaksanaan Kegiatan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau 

Keterangan, yang terdiri dari : 

1. Tata cara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 

kepada wajib pajak. 

2 Tata cara tindak lanjut tanggapan wajib pajak terkait dengan 

permintaan penjelasan data dan/atau keterangan secara langsung. 

3 Tata cara tindak lanjut tanggapan wajib pajak terkait dengan 

permintaan penjelasan data dan/atau keterangan secara tertulis. 

4 Tata cara tindak lanjut terhadap wajib pajak yang tidak 

memberikan tanggapan terhadap Surat Permintaan Penjelasan 

atas Data dan/atau Keterangan. 

5 Tata cara pelaksanaan kunjungan (visit). 

 

2.2.3  Penyelesaian SP2DK 

SP2DK memiliki jangka waktu pemberian tanggapan  yaitu selama 14 

hari dari tanggal dikirimnya surat SP2DK tersebut dengan cara memberikan 

tanggapan secara langsung atau mendatangi KPP ataupun secara tertulis dengan 

mengirimkan surat tanggapan. Dalam SP2DK terdapat beberapa poin pertanyaan 

yang ditanyakan oleh KPP, tetapi wajib pajak diberikan keringanan dengan cara 

bisa mengirimkan surat tanggapan secara berkala atau menjawab beberapa poin 
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terlebih dahulu kemudian menjawab poin selanjutnya di waktu lebih dari 14 hari. 

Setelah adanya tanggapan dari wajib pajak, petugas KPP bisa memberikan 

sanggahan atas tanggapan wajib pajak baik secara langsung maupun mengirimkan 

surat balasan atas surat tanggapan yang telah dikirimkan. Petugas KPP juga 

diberikan kewenangan untuk memilih keputusan atau tindakan lanjutan yang 

berupa verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 
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BAB 3 

KAJIAN STUDI KASUS 

 

3.1 Objek 

Objek yang dibahas dalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul SP2DK 

Atas Perbedaan Peredaran Usaha SPT Tahunan Dengan SPT PPN pada PT Y ini 

adalah perusahaan yang bergerak pada bidang distributor kayu belum olahan yang 

berlokasi di  Surabaya. Perusahaan ini merupakan salah satu klien dari Zentax 

Consulting yang merupakan Kantor Konsultan Pajak yang berlokasi di Jalan 

Sutorejo Utara 10  No.19, Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyosari, Kota Surabaya, 

Jawa Timur. 

3.2 Waktu 

Waktu penyusunan Tugas Akhir yang dilakukan oleh penulis yaitu dimulai 

dari tanggal 3 Januari 2022 – 30 Juni 2023. Adapun dilaksanakan pada lima hari 

kerja yaitu Senin sampai Jumat pukul 08.00 – 17.00. 

3.3 Metode Kajian 

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu menggunakan 

kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri 

secara intensif pada objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. 

Menurut Nawawi (2003) Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan 

deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan 

mendalam terhadap suatu individu, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau 

subjek yang sempit. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis melakukan proses pengumpulan 

data untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk menyusun 

Tugas Akhir. Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu wawancara 

dengan staff yang ikut menangani kasus, mengumpulkan dokumen, serta meminta 

keterangan lain untuk mendukung penelitian. 
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  BAB 4 

PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

PT Y merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang distributor kayu 

hutan belum olahan yang berada di Kota Surabaya. PT Y memiliki kegiatan usaha 

utama adalah dengan menjual kayu tersebut baik dalam negeri maupun luar negeri, 

dengan begitu PT Y memiliki banyak kewajiban perpajakan yaitu Melaporkan SPT 

Tahunan dan juga Melaporkan serta membayar SPT Masa PPh 21, PPh 23, serta 

PPN. 

Berdasarkan PMK Nomor 64 / PMK. 03 / 2022 Tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, kayu merupakan salah satu 

barang kena pajak yang mewajibkan untuk PT Y memungut PPN dan 

menyetorkannya jika jumlah pembeliannya diatas Rp. 1.000.000. Pada tahun 2021 

PT Y mendapatkan SP2DK terkait adanya perbedaan nilai peredaran usaha pada 

SPT Tahunan dengan nilai penyerahan pada SPT Masa PPN. Salah satu langkah 

dalam penyelesaian SP2DK adalah dengan mengirimkan surat tanggapan baik 

secara langsung datang ke KPP ataupun dengan cara tidak langsung yaitu 

mengirimkan surat tanggapan dengan jangka waktu 14 hari sejak dikirimnya 

SP2DK tersebut. Pada tanggal 22 Februari 2023 PT Y menerima SP2DK dari KPP 

Karangpilang, dengan salah satu poin dari SP2DK tersebut adalah terdapat Nilai 

Peredaran Usaha yang lebih kecil dari Penyerahan pada SPT Masa PPN. 

 

No. Nilai Penyerahan 

Cfm 

SPT Masa PPN 

Peredaran Usaha 

Cfm 

SPT Tahunan 

Tahun 

Pajak 

Selisih 

1. 19.964.190.228 18.464.190.228 2021 1.500.000.000 

Sumber : SP2DK PT Y 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Penyebab 

Atas SP2DK yang diterima pada PT Y, kini PT Y memiliki beberapa 

kewajiban. Berdasarkan SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam 

Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan / atau Keterangan, dan Kunjungan 

Kepada Wajib Pajak terdapat batasan untuk memberikan tanggapan atas SP2DK 

yang telah dikirimkan oleh KPP yaitu selama 14 hari setelah dikirimnya surat 

tersebut, jika tidak Wajib Pajak bisa mendapatkan sanksi dilakukanya kunjungan 

oleh pihak KPP atau bahkan langsung dilakukannya pemeriksaan atau pemeriksaan 

bukti permulaan. Atas kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, PT Y juga harus 

mengidentifikasi letak terdapatnya selisih antara Nilai Peredaran Usaha pada SPT 

Tahunan dengan Nilai Penyerahan sesuai dengan yang tertulis dalam SP2DK. PT 

Y harus segera melakukan pengecekan, utamanya pada SPT Masa PPN dengan 

mencocokkan antara laba rugi dengan kertas kerja SPT Masa PPN maupun SPT 

PPN pada bulan bersangkutan. 

 

4.2.2 Penyelesaian 

Pertama – tama PT Y menghitung selisih antara Peredaran Usaha pada SPT 

Tahunan yang berjumlah Rp. 18.464.190.228 dengan rekapan PPN Keluaran 

dengan total penyerahan yang berjumlah Rp. 19.964.190.228 dan ditemukan selisih 

sebesar Rp. 1.500.000.000. Kemudian PT Y mulai mencari letak selisih tersebut 

dari Laporan Laba Rugi dan rekapan penjualan selama tahun 2021,  dicurigai selisih 

tersebut dikarenakan Uang Muka Penjualan Pada CV. X dikarenakan transaksi 

tersebut memiliki nominal yang sama dengan selisih pada SP2DK. Kemudian PT 

Y melakukan pengecekan terhadap SPT Masa PPN atas Uang Muka Penjualan pada 

CV. X di bulan Desember tahun 2021 tersebut sudah dilaporkan, tetapi pada laporan 

Laba Rugi pada bulan desember tahun 2021 PT Y belum memasukkan transaksi 

tersebut sebagai penjualan dan hal tersebut sesuai dengan adanya Peredaran Usaha 

di SPT Tahunan yang tidak sesuai dengan rekapan PPN Keluaran pada tahun 2021. 

Atas temuan tersebut PT Y wajib untuk segera membuat surat tanggapan dan 

mengirimkannya kepada KPP terkait atas SP2DK yang dikirimkan oleh KPP 
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tersebut, karena dalam kasus ini PT Y sudah terlambat untuk memberikan 

tanggapan pertamanya sesuai dengan SE-05/PJ/2022 yaitu 14 hari sejak dikirimnya 

SP2DK tersebut oleh KPP. 

Pada tanggal 17 Maret 2023 PT Y mengirimkan surat tanggapan pertama 

atas SP2DK yang telah dikirimkan oleh KPP pada tanggal 22 Februari lalu. 

Menurut peraturan SE-05/PJ/2022, PT Y sudah dianggap tidak membalas surat 

SP2DK tersebut karena sudah lebih dari 14 hari setelah dikirimnya surat tersebut, 

tetapi dalam peraturan tersebut PT Y bisa mengirimkan surat tanggapan dalam 

kurun waktu 14 hari setelah jatuh tempo pertama sebelum KPP melakukan 

kunjungan atau pemeriksaan. Pada surat tanggapan pertama tersebut PT Y 

menjelaskan bahwa selisih antara nilai penyerahan pada SPT Masa PPN dan 

peredaran usaha pada SPT Tahunan tersebut terletak pada Uang Muka Penjualan 

atas penjualan kayu hutan belum olahan kepada CV. X dengan nominal Rp. 

1.500.000.000  (lampiran 1). Pada PER-17/PJ/2014 dalam pasal 2 ayat 1 

menjelaskan bahwa uang muka penjualan wajib dibuatkan faktur pajak dengan 

jumlah penyerahan uang muka tersebut sebagai DPP, PT Y sudah melaporkan uang 

muka tersebut pada SPT Masa PPN bulan Desember Tahun 2021 tetapi tidak 

memasukkannya dalam peredaran usaha pada SPT Tahunan. Selisih tersebut 

dikarenakan adanya kesalahan dalam pembukuan PT Y menerbitkan faktur pajak 

pada bulan Desember 2021 dan melaporkannya pada bulan Januari 2022, sehingga 

uang muka penjualan diakui pada bulan Januari yang seharusnya pada bulan 

Desember Tahun 2021 dan dimasukkan kedalam akun penjualan pada laporan Laba 

Rugi dan hal tersebut berakibat pada peredaran usaha pada SPT Tahunan Badan 

Tahun 2021. 
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Lampiran 1 

Sumber data : Data Internal 

 

Setelah PT Y mengirimkan surat tanggapan tersebut KPP akan 

mengirimkan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan 

(LHP2DK) dengan masa penyusunan selama 60 hari tetapi jangka waktu tersebut 

bisa ditambah atas pertimbangan Kepala KPP selama 30 hari, kemudian ada waktu 

pengiriman oleh KPP kepada wajib pajak selama 7 hari sesuai dengan SE-

05/PJ/2022. Dalam kasus ini PT Y belum menerima LHP2DK dari KPP, tetapi PT 

Y bisa melakukan persiapan pembetulan SPT Tahunan dan juga membayar Kurang 

Bayar pada SPT Tahunan 2021 yang mengalami kesalahan tersebut. Berdasarkan 

PERPU 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada Pasal 9 Ayat 2a PT Y membayar 

kurang bayar dan sanksi tarif bunga administrasi sesuai bulan pembayaran kurang 

bayar dilakukan, dengan contoh perhitungan sebagai berikut (lampiran 2). 
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Lampiran 2 

 

Pada tabel diatas kurang bayar PT Y sebesar Rp. 1.500.000.000 karena 

adanya kekurangan pada peredaran usaha di SPT Tahunan 2021 di kalikan dengan 

22% yaitu tarif PPh Badan yang berlaku menjadi sebesar Rp. 330.000.000, nominal 

tersebut merupakan kurang bayar PT Y pada pembetulan SPT Tahunan pembetulan 

atas adanya peningkatan peredaran usaha. Di asumsikan PT Y akan melakukan 

pembetulan serta pembayaran pada bulan Agustus 2023 dengan tarif suku bunga  

yang berlaku pada bulan Agustus 2023 adalah 4,96%, kemudian untuk menghitung 

tarif sanksi bunga administrasi per bulan PT Y harus menggunakan rumus (suku 

bunga + 5%) / 12), 5% merupakan tarif wajib yang sudah ditetapkan untuk 

perhitungan sanksi bunga administrasi yang disebabkan oleh adanya kurang bayar 

akibat adanya pembetulan SPT Tahunan dan pembagian 12 didapat dari banyaknya 

bulan dalam satu tahun untuk perhitungan sanksi bunga administrasi per bulannya. 

Tarif sanksi administrasi memiliki maksimal perkalian dengan maksimal 

perhitungan sanksi bunga administrasi selama 24 bulan atau dua tahun. Kemudian 

didapatkan sanksi bunga administrasi PT Y sebesar Rp. 65.736.000, dengan adanya 

nominal tersebut PT Y harus membayar kurang bayar ditambah dengan sanksi 

bunga administrasi dengan nominal sebesar  Rp. 395.736.000 untuk pembetulan 

SPT Tahunan atas adanya kekurangan peredaran usaha. 
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4.2.3 Ringkasan Penyelesaian 

PT Y sebagai wajib pajak sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang 

berlaku yaitu menanggapi SP2DK, dan langkah terakhir PT Y adalah menunggu 

jawaban dari KPP terkait surat tanggapan yang dikirimkan oleh PT Y. Menurut SE-

05/PJ/2022 KPP harus menjawab surat tanggapan menggunakan Laporan Hasil 

Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) maksimal 60 hari 

setelah dikirimkannya SP2DK tersebut dan dapat diperpanjang atas pertimbangan 

Kepala KPP selama 30 hari dan masa pengiriman LHP2DK maksimal 7 hari, lebih 

dari itu surat tanggapan dianggap disetujui oleh KPP dan PT Y bisa langsung 

membuat SPT Pembetulan terkait adanya kesalahan peredaran usaha dalam SPT 

Tahunan 2021. PT Y juga wajib untuk membayar kurang bayar pada SPT Tahunan 

2021 serta sanksi bunga administrasi yang berjumlah sebesar Rp. 395.736.000. PT 

Y juga wajib melampirkan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29 atas kurang bayar 

terkait adanya pembetulan nilai peredaran usaha, Neraca dan Laporan Keuangan 

yang sudah diperbaharui terkait adanya penambahan uang muka penjualan pada 

penjualan tahun 2021, dan berkas - berkas yang sudah ditanda tangani oleh direksi. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan : 

PT Y mendapatkan SP2DK dengan salah satu poinnya mengatakan bahwa 

terdapat nilai peredaran usahanya lebih kecil dari penyerahan pada SPT Masa PPN, 

dengan itu PT Y melakukan pengecekan terhadap SPT Tahunan dengan jumlah 

PPN Keluaran selama tahun 2021. Kemudian PT Y menemukan bahwa ada satu 

penjualan yang tidak dimasukkan pada peredaran usaha, yang mana penjualan 

tersebut merupakan uang muka penjualan dari CV X sebesar Rp. 1.500.000.000. 

Atas temuan tersebut PT Y segera membuat surat tanggapan atas SP2DK 

yang dikirimkan oleh KPP, dengan isi PT Y mengakui atas kesalahan tersebut 

dikarenakan uang muka penjualan pada CV. X yang belum dimasukkan sebagai 

penjualan pada laporan laba rugi tahun 2021 tetapi sudah dilaporkan pada SPT 

Masa PPN. Sampai saat ini PT Y belum mendapatkan jawaban dari KPP berupa 

LHP2DK, tetapi PT Y bisa mulai mempersiapkan laporan keuangan untuk 

pembetulan SPT Tahunan yang dikarenakan adanya penambahan pada peredaran 

usaha. 

Ketika LHP2DK sudah diterbitkan oleh KPP PT Y harus melakukan 

pembetulan pada SPT Tahunan 2021 sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2018, 

dan melakukan pembayaran kekurangan bayar pada SPT Tahunan tersebut sesuai 

dengan perhitungan dan sanksi bunga sesuai tarif sanksi bunga administrasi sebesar 

Rp. 395.736.000. PT Y juga wajib melampirkan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29 

atas kurang bayar terkait adanya pembetulan nilai peredaran usaha, Neraca dan 

Laporan Keuangan yang sudah diperbaharui terkait adanya penambahan uang muka 

penjualan, dan berkas-berkas yang sudah ditanda tangani oleh direksi. 

5.2 Saran 

Dengan adanya kewajiban untuk melaporkan SPT dengan benar menjadikan 

wajib pajak harus lebih teliti dalam pencatatan ataupun dalam pengisian SPT 

Tahunan. Kesalahan dalam pengisian SPT tersebut juga menimbulkan adanya 
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SP2DK yang merugikan wajib pajak dikarenakan adanya batas waktu untuk 

memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan terkait SP2DK tersebut, dan juga 

merugikan negara karena adanya kekurangan kewajiban pembayaran pajak. Saran 

yang dapat diberikan penulis adalah : 

1. PT Y dapat melakukan pengecekan secara ganda terhadap laporan 

keuangan selama satu tahun sebelum melakukan tutup buku, untuk 

mencegah adanya kekurangan ataupun kesalahan dalam pencatatan. 

2. PT Y harus lebih memperhatikan tanggal jatuh tempo dalam 

pemenuhan persyaratan SP2DK terutama terkait dengan pengiriman 

surat tanggapan agar tidak terjadi pemeriksaan atau pemeriksaan 

bukti permulaan oleh pihak KPP. 

3. Dengan adanya selisih tersebut, dan adanya persetujuan dari PT Y 

terkait adanya selisih antara SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN, 

maka PT Y harus segera membuat pembetulan SPT Tahunan atas 

adanya selisih yang dijelaskan pada SP2DK tersebut. PT Y juga 

memiliki potensi untuk mengalami kenaikan kurang bayar pada SPT 

Tahunan karena adanya selisih tersebut. 
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